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PENDAHULUAN

Pengeluaran
Pembiayaan BUN

Surplus BLU 

Dana Kelolaan
Pada BLU pengelola dana (berbentuk

dana abadi atau dana yang sudah
ditetapkan tujuan penggunaannya)

Hasil optimalisasi

Pendapatan BLU

Kas BLU

Al: dana abadi pendidikan, penelitian, & 
perguruan tinggi; dana bergulir; dana 
untuk pengadaan tanah PSN

Hasil optimalisasi

Pendapatan & 
Belanja BLU 

(layanan & non 
layanan)

IN
V

E
S

T
A

S
I

DEFINISI 
SURPLUS 

BLU

• Surplus anggaran BLU dapat
digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya kecuali atas perintah
Menteri Keuangan/ 
gubernur/bupati/walikota, sesuai
dengan kewenangannya, disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke Kas
Umum Negara/Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas
BLU

Pasal 29 PP 23 Tahun 2005 & Penjelasannya

• Surplus anggaran BLU dimaksud adalah
selisih lebih antara pendapatan dengan
belanja BLU yang dihitung berdasarkan
laporan keuangan operasional berbasis
akrual pada suatu periode anggaran.
Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA 
tahun anggaran berikut untuk disetujui
penggunaannya

PMK 129/PMK.05/2020

Menteri Keuangan dapat
melakukan penarikan dana 
yang dikelola BLU, meliputi
Surplus Anggaran; dan/ atau
Dana Kelolaan. Surplus 
Anggaran dimaksud merupakan
surplus kas BLU hasil
pengesahan pendapatan dan
belanja BLU (Pasal 175)

PMK 172/PMK.05/2021

Saldo kas BLU yang digunakan untuk tambahan
investasi pemerintah berasal dari akumulasi
selisih lebih antara pendapatan dan belanja yang 
berasal dari PNBP BLU tahun anggaran berjalan
dan tahun anggaran sebelumnya (Pasal 2)

Basis Kas



KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN KAS & INVESTASI BLU #1

PP 23 Tahun 2005 Jo PP 74 Tahun 2012

• Dalam rangka pengelolaan kas, BLU dapat
memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk
memperoleh pendapatan tambahan

• Pemanfaatan surplus kas dilakukan sebagai investasi
jangka pendek pada instrumen keuangan
dengan risiko rendah

Surplus BLU

PMK 129/PMK.05.2020 tetang Pedoman Pengelolaan BLU

Pengelolaan Penerimaan Kas Pengelolaan Pengeluaran Kas Pengelolaan Optimaliasi Kas

Praktik bisnis yang sehat

Analisis biaya dan manfaat

Rekonsiliasi
bank

Digunakan secara optimal 
untuk menyelenggarakan
pelayanan

Penggunaan
rekening
terpisah

Saldo minimal pada
Rekening Operasional
Pengeluaran BLU 
berdasarkan perencanaan
kas

Mengoptimalkan kas pada Rekening Operasional 
Penerimaan BLU dan/atau Rekening Dana Kelolaan BLU 
dengan melakukan investasi jangka pendek berupa
penempatan kas pada instrumen keuangan dengan risiko
rendah (berupa penempatan kas pada Rekening 
Pengelolaan Kas BLU berbentuk deposito on call dan/ atau 
deposito berjangka pada Bank Umum)

Batas maksimal saldo
dalam Rekening
Operasional Penerimaan
BLU dan Rekening Dana 
Kelolaan BLU

Memperhatikan bauran investasi

Kebijakan investasi jangka pendek:

• Batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat
ditempatkan pada satu pihak

• Sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan investasi jangka pendek

• Pembatasan wewenang transaksi investasi jangka
pendek untuk setiap level manajemen dan
pertanggungjawabannya

Rencana investasi jangka pendek tahunan:

• Data histori saldo kas

• Proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU

• Sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan,
termasuk tolok ukur hasil investasi (yield's
benchmark) dengan rata-rata bunga/imbal hasil
deposito over the counter bank BUMN

SOP pengelolaan
kas

Investasi

• BLU tidak dapat melakukan investasi jangka
panjang, kecuali atas persetujuan Menteri
Keuangan. Investasi jangka panjang yang dimaksud
antara lain adalah penyertaan modal,
pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, atau
investasi langsung (pendirian perusahaan). Jika BLU 
mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan
hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada
Menteri Keuangan

• Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka
panjang merupakan pendapatan BLU

Rek Penerimaan/Dana Kelolaan

Pemenuhan saldo minimum

Optimalisasi

Rek Operasional Pengeluaran

Penerimaan

Dana kelolaan
Saldo maksimal

Saldo minimal

Pengeluaran kas



KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN KAS & INVESTASI BLU #2

PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
PMK 53/PMK.05.2020 tentang Tata Cara Investasi

Pemerintah

Kewenangan Menkeu
selaku BUN

Regulasi SupervisiOperasional

Membentuk
KIP

Menetapkan
BLU Pengelola
Dana / Non 
Pengelola
Dana sebagai
OIP

Menetapkan
peraturan, 
kebijakan & 
rencana
srategis, serta
PKIP L
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Pengawasan

Manajemen Risiko & Pengendalian Internal

Penetapan BLU sebagai OIP

Inisiatif KIP (hanya untuk BLU pengelola
dana)

Usulan oleh BLU

Harus memenuhi persaratan yang telah ditetapkan

Sumber Dana Investasi

APBN

Imbal hasil

Saham

Hibah Pendapatan
lain yang 
sah

Endowment fund 
dan/atau dana investasi
Pemerintah

Antara lain berasal dari
dana yang dikelola BLU

Bentuk Investasi Pemerintah

Pendapatan layanan
/ usaha

Surat Utang Investasi langsung

• Saham yang tercatat dan/ atau
diperdagangkan di bursa efek

• Dapat dilakukan pada saham yang
tidak tercatat dan/ atau tidak
diperdagangkan di bursa
efek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Perlu diperjelas peraturan
perundangan yang dapat menjadi

rujukan

Surat utang dan/ atau sukuk
yang diterbitkan oleh:

• Pemerintah dan pemerintah
daerah

• Korporasi dan/ atau BHL

• Pemerintah negara lain

• Korporasi dan/ atau badan hukum
asing

Dilakukan melalui:
• Pemberian Pinjaman
• Kerja sama investasi
• Bentuk investasi langsung lainnya

• Digunakan untuk menunjang pelaksanaan
program pemerintah:

 Pembangunan di bidang infrastruktur
dan bidang lainnya dan/ atau

 Fasilitas pembiayaan/ pendanaan

(bidang lainnya dapat berupa industri kreatif
dan start up)

• Pinjaman dapat dilakukan oleh OIP kepada
BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah
daerah berdasarkan perjanjian pemberian
Pinjaman

Dapat berupa:

• Partisipasi saham (equity participation)

• Penyertaan melalui pembelian obligasi
(quasi equity participation)

• Pembiayaan berdasarkan pembagian
atas hasil usaha (profit/revenue 
sharing)

Perlu diatur tata kelola pemberian pinjaman
untuk menghindari NPL (mulai dari proses 

originasi sd monitoring atas pinjaman yang telah
disalurkan)

Diatur dalam PMK tersendiri



KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN KAS & INVESTASI BLU #3

PMK 172/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber
Dari Saldo Kas Pada BLU

UU No 9 TAHUN 2O2O tentang APBN 2021 & UU 
No 6 TAHUN 2021 tentang APBN 20212

Pasal 32

• Ayat (1): Saldo kas pada BLU dapat menjadi

tambahan investasi pada Bagian Anggaran BUN 

Investasi Pemerintah

• Ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai

penambahan investasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan

Insidentil pada TA berjalan Priodik mengikuti siklus penyusunan APBN

KPA BUN mengajukan
permohonan alokasi
anggaran pengeluaran

pembiayaan BUN kepada
pemimpin PPA BUN

PPA BUN dan Dirjen
Perbendaharaan memproses

usulan besaran alokasi anggaran
pengeluaran pembiayaan

BUN

PPA BUN 
mengajukan

usulan indikasi
kebutuhan dana 

kepada DJA

DJA mengajukan Rancangan
KMK besaran alokasi anggaran
pengeluaran pembiayaan BUN 

serta perintah untuk 
pemindahan dana

Penetapan
KMK

Penerbitan
DIPA

Pemindahan 
dana dari kas 
BLU ke dana

kelolaan pada 
BLU

Pengesahan 
penerimaan & 
pengeluaran 
pembiayaan



Penugasan Terhadap BLU

• Ayat (1) Untuk menjaga kondisi fiskal Pemerintah, Menteri Keuangan dapat

memberikan penugasan kepada BLU untuk melakukan pembelian surat

berharga negara dengan cara private placement

• Dalam hal BLU memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk

melakukan pembelian surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BLU tidak memerlukan persetujuan investasi jangka panjang

dari Menteri Keuangan.

• Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan kondisi keuangan BLU dalam memberikan

layanan.

Pasal 90 PMK 129/PMK.05.2020 tetang Pedoman Pengelolaan BLU

BUN: Belanja
Pembayaran bunga

utang
BLU: Pendapatan

Belum ada kebijakan eliminasi di tingkat LKPP, 
termasuk atas nilai utang dan investasi di Neraca



Pertanggungjawaban

OIP
Dalam melaksanakan Investasi Pemerintah, pimpinan/ direksi
OIP harus menerapkan prinsip iktikad baik dan penuh
tanggung jawab. Dalam hal pelaksanaan Investasi Pemerintah
terdapat penurunan nilai investasi, pimpinan/ direksi OIP tidak
dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan/ atau
kerugian negara apabila dapat membuktikan:

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;

• telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan
iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan tujuan Investasi Pemerintah;

• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi
Pemerintah; dan

• telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya penurunan nilai Investasi Pemerintah tersebut
sesuai praktik bisnis yang sehat.

KIP
KIP bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan supervisi. 
Dalam hal terjadi kerugian akibat penurunan nilai investasi atas
pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh OIP, KIP dibebaskan
dari tanggung jawab dalam hal:

• telah melakukan fungsi supervisi dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan Pemerintah dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah;

• tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi
Pemerintah oleh OIP yang mengakibatkan kerugian; dan

• telah memberikan nasihat kepada OIP untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah & PMK 53/PMK.05.2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah



Penarikan Surplus BLU

Surplus Anggaran

Penilaian oleh DJPB atas pengelolaan surplus 
anggaran dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas BLU, keberlanjutan layanan BLU, rencana
pengembangan layanan tahun berjalan dan/ atau 1 
(satu) tahun berikutnya; dan/ atau hasil temuan
BPK atas pengelolaan Surplus Anggaran

Dana Kelolaan

Penilaian oleh DJPB dan atau DJKN atas
pengelolaan dana kelolaan dengan
mempertimbangkan tujuan pengelolaan dana, 
realisasi penyaluran/perguliran Dana Kelolaan, 
dan/atau hasil temuan BPK atas pengelolaan Dana 
Kelolaan

Rekomendasi kepada 
Menteri Keuangan 
mengenai penarikan
Surplus Anggaran dan/  
atau Dana Kelolaan BLU

KMK mengenai
penarikan Surplus 
Anggaran dan/atau
Dana Kelolaan BLU

Apakah penarikan tanpa
pengembalian atas surplus BLU 
diperlakukan sama untuk seluruh
BLU atau turut
mempertimbangkan peraturan
perundangan terkait yang 
mengatur secara khusus tujuan
pembentukan dan penggunaan
dana oleh BLU? (misal peraturan
perundangan mengenai
penghimpunan dana perkebunan)

Menteri Keuangan dapat memerintahkan penarikan
dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana 
Kelolaan untuk pengelolaan Kas Negara, tanpa
melalui mekanisme penilaian. Perintah penarikan
dan pengembalian Surplus Anggaran dan/ atau
Dana Kelolaan ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan

Menteri Keuangan dapat memerintahkan BLU untuk
memindahkan saldo yang berasal dari Surplus Anggaran
kepada BLU yang lain dalam hal keadaan darurat dan/ atau
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan. Kondisi
sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

• Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana 

yang dikelola BLU, meliputi Surplus Anggaran dan/ 

atau Dana Kelolaan.

• Penarikan dana dilakukan untuk (1) pembinaan

pengelolaan keuangan BLU, (2) optimalisasi kas

Pemerintah, dan/ atau penyangga kas Pemerintah

Perlu kriteria yang jelas kondisi yang dapat
menjadi landasan Menkeu memerintahkan
penarikan Surplus Anggaran dan/atau Dana 
Kelolaan untuk pengelolaan Kas Negara, tanpa
melalui mekanisme penilaian



Investasi Jangka Panjang -
Dana bergulir BLU Rp16,9 

Triliun

• Terbesar di PIP Rp5,5 Triliun, 
LPDB Rp5,1 Triliun, & Set BPJT 
Rp4,3 Triliun

• BLU Lainnya: LPMUKP dan BPDLH

Investasi Jangka Panjang Non 
Permanen Lainnya BLU Rp104,6 

Triliun

• LPDP Rp99,6 Triliun (dalam bentuk
deposito dan atau SBN)

• LDKPI Rp5 Triliun (dalam bentuk
SBN)

Investasi Permanen BLU Rp8,9 
Milyar

• PPK GBK Rp6,6 Milyar
• UIN Sumut Rp2,3 Milyar

Aset Lainnya – Dana Kelolaan BLU 
Rp24,7 Triliun

• Terbesar di LMAN Rp17,3 Triliun (untuk
pengadaan tanah PSN serta upgrade 
asset eks HTBI, eks PT PPA,, & PT 
Pertamina

• BLU lainnya: LPDB, PIP, LPMUKP, & 
BPDLH

Kas pada BLU Rp61,3 Triliun

Terbesar ada pada BLU di Kementerian
Keuangan Rp29,6 Triliun, Kominfo Rp10,1 
triliun, Kemendikbud Ristek Rp5,5 Triliun, 
Kemenkes Rp5,6 Triliun, & PUPR Rp2,1 
Triliun

Investasi Jangka Pendek BLU 
Rp20,6 Triliun

Terbesar ada pada BLU di Kementerian
Keuangan Rp16 Triliun, Kemendikbud
Ristek Rp2,7 Triliun, & Kemenkes Rp1,4 
Triliun

Dana yang 
di kelola

BLU

Dana pada BLU 
nilainya cukup
signifikan, yaitu
sebesar Rp228,1 
Triliun (posisi per 
31 Desember
2021) Sehingga
Perlu Dikelola
Dengan Baik

Dana yang Dikelola BLU Berdasarkan LKPP Tahun 2021 Audited
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Dalam Triliun Rupiah

Kas Pada BLU Investasi Jangka Pendek BLU

Perkembangan Saldo Kas BLU & Investasi Jangka Pendek BLU 
Tahun 2010 sd 2021

• Bagian dari Saldo Anggaran
Lebih (SAL) Pemerintah
Pusat

• Nilai Kas pada BLU dan
Investasi Jangka Pendek
BLU mencapai ± 24,2% dari
SAL per 31 Desember 2021 
sebesar Rp337,8 Triliun
atau mencapai ± 47,2% dari
saldo di Rekening SAL per 
31 Desember 2021 sebesar
Rp173,4 Triliun

Kas yang ada di BLU perlu
dikelola dengan baik dalam
kerangka manajemen kas
Pemerintah dengan tetap
mempertimbangkan fungsi BLU 
untuk memberikan layanan

Saldo kas pada BLU dan Investasi Jangka Pendek BLU nilainya menunjukan kecenderungan yang terus meningkat sejak tahun 2010 sd 2021



Perkembangan Investasi Jangka Panjang dan Dana Kelolaan BLU 
Tahun 2010 sd 2021

Investasi jangka panjang non 
permanen lainnya BLU 

menunjukan tren peningkatan
selama priode tahun 2017 sd

2021

Nama BLU 
Nominal Kepemilikan 
SBN per 31 Desember 

2021

Lembaga Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP)
42.665.150.000.000 

Lembaga Dana Kerjasama

Pembangunan Internasional

(LDKPI)

5.000.000.000.000 

Badan Pengelola Dana 

Perkebunan Kelapa Sawit

(BPDPKS)

499.403.000.000 

Total 48.164.553.000.000 



PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN KAS & INVESTASI BLU

Pemeriksaan
Laporan

Keuangan

Pemeriksaan
Kinerja

Pemeriksaan
Dengan Tujuan

Tertentu
(Kepatuhan)

Dilakukan dalam
kerangka pemeriksaan
dan pemberian opini

LKPP, LKKL, & LKBUN 
(baik langsung
maupun dalam

kerangka SA 600)

Untuk menilai aspek
3E pada Hal Pokok

yang diperiksa

Untuk menilai
kepatuhan terhadap

peraturan
perundangan yang 
terkait dengan Hal 

Pokok yang diperiksa



Pemeriksaan Kinerja atas
Pengelolaan Kas
Pemerintah Tahun 2014-
2016 Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan
Pemerintah yang 
Terintegrasi

Belum ada pengaturan
mengenai pemanfaatan
saldo kas pada BLU 
dalam kerangka
pengelolaan kas
Pemerintah Pusat

Menteri Keuangan agar menetapkan
kebijakan pengelolaan kas pemerintah
yang memungkinkan pemanfaatan
seluruh dana idle dan dana pemerintah
yang dikelola oleh pihak lain sebagai
alternative sumber pembiayaan yang 
paling murah

Telah ditetapkan pengaturan mengenai penarikan
surplus dan/atau dana kelolaan BLU dengan tujuan
untuk pembinaan pengelolaan keuangan BLU, 
optimalisasi kas Pemerintah , dan/atau penyangga
kas Pemerintah. Penarikan dana dapat berbentuk
penarikan dengan pengembalian atau penarikan
tanpa pengembalian

BEBERAPA HASIL PEMERIKSAAN BPK #1

PDTT Pengelolaan Keuangan BLU pada Kementerian X

Perhitungan alokasi maksimal penempatan dana deposilo tidak cermat sehingga terdapat
kehilangan penerimaan bunga deposito

Penyaluran fasilitas dana bergulir melebihi plafond pinjaman

Pengikatan jaminan dalam pengelolaan dana bergulir belum
sepenuhnya sesuai ketentuan (al: belum ada pengikatan jaminan
fidusia, polis asuransi atas jaminan belum disampaikan, & belum
ada sertifikat atas jaminan fidusia)

Monitoring dan evaluasi atas pengunaan fasilitas dana bergulir belum memadai (Pemantauan
atas kewajiban debitur dalam menyampaikan laporan belum dilakukan & reviu atas
keberadaan dan nilai jaminan belum dilakukan secara menyeluruh)

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Dana Abadi oleh BLU Y

BLU Y belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan dana pada instrumen deposito untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dengan tetap
memperhatikan tingkat risiko yang terkendali (penempatan dana tidak sesuai SOP tetapi memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan jika penempatan dana 
dilakukan sesuai SOP, dan sebaliknya)

Kebijakan penempatan dana deposito belum didukung dengan dokumen kajian atau analisis (bank dengan penawaran rate bunga yang tinggi tidak dikutsertakan
dalam proses tender sehingga terdapat kehilangan penerimaan bunga deposito)

Pengelolaan Dana Abadi belum didukung kebijakan tata kelola yang memadai dan belum mempertimbangkan cost of fund Pemerintah



BEBERAPA HASIL PEMERIKSAAN BPK #2

Hasil pemeriksaan laporan keuangan yang terkait dengan kas BLU

Permasalahan pengelolaan kas (termasuk di dalamnya pengelolaan kas pada BLU) menjadi permasalahan berulang, secara umum permasalahan tersebut terkait
dengan kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan kas, al: saldo kas tidak sesuai dengan catatannya, saldo kas tidak didukung dengan
keberadaan fisik kas, saldo kas tidak dilaporkan, pengesahan yang tidak tertib, dan penggunaan kas yang tidak sesuai ketentuan

PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan pada BLU Z

BLU Z belum memiliki prosedur penentuan persentase penempatan dana pada deposito, giro dan SPN; Perdirut BLU Z belum mengatur lebih detail risiko yang harus
dipertimbangkan dalam penempatan dana; dan penempatan dana pada perbankan belum diikat dengan perjanjian

PDTT atas Pengelolaan Keuangan pada BLU A

Pengalokasian anggaran cadangan permanen dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tidak didukung peruntukan yang jelas, pengalokasian anggaran investasi jangka
panjang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RSA) belum jelas mekanisme penggunaannya, dan persetujuan Menteri Keuangan terkait penggunaan manajer investasi
untuk mengelola investasi jangka panjang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundangan terkait



KEY SUCCES FACTOR

Kerangka regulasi
yang lengkap, 

jelas, dan selaras
antar regulasi

Desain dan
implementasi tata
kelola yang baik

dan sesuai
regulasi

Pengawasan & pembinaan yang 
efektif untuk memastikan tata

kelola telah didesain dan
diimplementasikan dengan baik

serta sesuai regulasi

Pertanggungjawaban
yang transparan dan

akuntabel
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